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ABSTRACT 
 
 This research is based on the phenomenon of many illegal buildings in the 
Pandegiling Surabaya area. Most of the people who built the illegal buildings 
because they ran out of land to be used as a place to live or business, illegal 
buildings owned by this community do not have proof of ownership and building 
permit (IMB) on the land occupied. 
 This research method is qualitative research. The research location is on 
StreetPandegiling Surabaya. The focus of this research is based on Surabaya 
Mayor Regulation Number 4 of 2009 concerning the Explanation of the Tasks and 
Functions of the Surabaya City Civil Service Police Unit as well as Regional 
Regulation Number 7 of 2009 concerning Buildings combined with the Sondang 
P Siagian Supervision Technique Theory of Direct Supervision and Indirect 
Control 
 The results obtained were, 1) Direct supervision, results of direct 
inspections, on the spot observation (on-site observations) and on the spot hassles 
carried out by the Civil Service Police Unit were carried out properly (Direct 
Report) but not optimal. 2) Indirect Supervision, the results of supervision 
verbally and in writing are adequate but there needs to be an additional banner 
installation in StreetPandegiling Surabaya concerning illegal buildings and there 
needs to be direct supervision of the Platoon Commander of the Civil Service 
Police Unit in the form of inspection to increase the sense of responsibility to the 
officers who doing patrol to be more disciplined. 
 Supervision of illegal buildings in the city of Surabaya has not been 
successful because there are still illegal buildings along StreetPandegiling 
Surabaya, but it is hoped that such supervision will be increased, so that no more 
illegal buildings will appear on StreetPandegiling, Surabaya City. 
 
Keywords: Supervision, Wild Buildings 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini di dasarkan pada fenomena banyak bangunan liar di kawasan jalan 
Pandegiling Surabaya. Kebanyakan masyarakat yang mendirikan bangunan liar 
tersebut karena kehabisan lahan untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha, 
bangunan liar yang di miliki masyarakat ini tidak mempunyai bukti kepemilikan 
dan SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas lahan yang di tempati. 
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Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di 
Jalan Pandegiling Surabaya. Fokus penelitian ini berdasarkan pada Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya serta Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2009 Tentang Bangunan yang dikombinasikan dengan Teori Teknik-
Teknik Pengawasan Sondang P Siagian yaitu Pengawasan Langsung dan 
Pengawasan Tidak Langsung.  
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, 1) Pengawasan langsung, hasil inspeksi 
langsung, on the spot observation(Pengamatan di Tempat)dan on the spot repot 
yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah terlaksana dengan baik 
(Laporan Langsung) namun belum optimal. 2) Pengawasan Tidak Langsung, hasil 
pengawasan secara lisan dan tertulis telah memadai namun perlu ada tambahan 
pemasangan banner di kawasan Jalan Pandegiling Surabaya mengenai bangunan 
liar serta perlu ada pengawasan langsung dari Komandan Pleton Satuan Polisi 
Pamong Praja berupa sidak untuk meningkatkan rasa tanggungjawab kepada para 
petugas yang sedang melakukan patroli agar lebih disiplin.  
Pengawasan bangunan liar di Kota Surabaya belum berhasil karena masih terdapat 
bangunan liar di sepanjang Jalan Pandegiling Surabaya namun di harapkan 
pengawasan tersebut lebih di tingkatkan, agar tidak ada lagi bangunan liar yang 
muncul di Jalan Pandegiling Kota Surabaya. 
 
Kata Kunci: Pengawasan, Bangunan Liar 
 
A. PENDAHULUAN  
Di Negara berkembang pada 
umumnya temasuk juga di Indonesia, 
kota merupakan sasaran terjadinya 
urbanisasi akibat dari pelaksanaan 
pembangunan yang bersifat 
sentralistik. Dengan demikian 
apabila prioritas pembangunan masih 
dipusatkan di wilayah perkotaan, itu 
artinya bahwa masyarakat yang 
mampu menikmati hasil 
pembangunan jauh lebih sedikit 
ketimbang yang tergilas oleh 
pembangunan.  
Dengan adanya globalisasi dan 
kenginan untuk meningkatkan taraf 
hidup, banyak orang berbondong-
bondong berpindah kota mencari 
peruntungan. Meningkatnya 
pendatang dari desa ke kota 
membuat masalah baru selain 
kepadatan penduduk itu sendiri. 
Penduduk yang datang ke kota 
umumnya tidak memiliki tujuan yang 
jelas dan tempat tinggal tetap. Dari 
sinilah banyak rumah-rumah 
informal atau biasa disebut 
“bangunan liar” di bangun.Letaknya 
yang tidak strategis seperti di 
bantaran sungai, disamping rel kereta 
api, dibawah kolong jembatan 
maupun di sebelah jalan perkotaan. 
Juga strukturnya yang tidak 
permanen membuat kawasan-
kawasan ini di klaim sebagai 
kawasan kumuh. Kebanyakan 
masyarakat yang mendirikan 
bangunan liar tersebut karna 
kehabisan lahan untuk di jadikan 
tempat tinggal maupun usaha, 
Bangunan liar yang di miliki 
masyarakat ini tidak mempunyai 
bukti kepemilikan atas lahan yang di 
tempati karena merupakan aset 
pemerintah Kota Surabaya. 
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Pemerintah Kota Surabaya dalam hal 
ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Surabaya dalam menangani 
permasalahan banyaknya bangunan 
liar yang berada di jalan Pandegiling 
(sisi Barat) Kota Surabaya telah 
bertindak tegas dengan menertibkan 
bangunan liar di sepanjang jalan 
Pandegiling (sisi Barat)yang 
melanggar Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Bangunan. 
       Maka satpol PP menertibkan 
bangunan liar tersebut yang tidak 
mempunyai bukti kepemilikan atas 
lahan yang di tempati masyarakat 
Pandegiling, dan hasil pegamatan di 
lapangan oleh penulis mendapatkan 
bahwa pengawasan dari petugas 
satpol PP Surabaya dan kecamatan 
sendiri masih kurang maksimal ini 
dibuktikan dengan penerapan teknik 
– teknik pengawasan menurut 
Siagian (2016: 115) ada dua, yaitu : 
pengawasan langsung dan 
pengawasan tidak langsung yang 
diberikan oleh petugas kepada 
masyarakat Pandegiling yang tidak 
berjalan dengan semestinya, 
pelaksanaan program pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban bangunan 
liar yang tidak berjalan maksimal, 
        Pelaksanaan penegakan 
peraturan daerah yang melarang 
adanya bangunan liar di atas lahan 
milik Pemerintah Kota yang 
menimbulkan kemacetan di 
sepanjang jalan Pandegiling serta 
masyarakat yang tidak mempunyai 
izin mendirikan bangunan, hingga 
pengawasan yang dilakukan oleh 
petugas Satpol PP yang berjaga dan 
mengawasi masyarakat yang masih 
menggunakan lahan tersebut untuk di 
jadikan tempat tinggal maupun usaha 
di Jalan Pandegiling yang berjalan 
kurang maksimal. Maka dari itu 
timbul dampak atau permasalahan 
yaitu diantaranya mulai dari 
masyarakat yang masih 
menggunakan lahan tersebut untuk di 
jadikan tempat tinggal dan usaha, 
sehingga terjadi kemacetan di jalan 
Pandegiling sebagai area publik. 
Berdasarkan uraian diatas maka 
rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah “Bagaimana Pengawasan 
Bangunan Liar Sepanjang Garis 
Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Di Kota Surabaya 
(Studi Kasus Jalan Pandegiling)?” 
B. LANDASAN TEORI 
Dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara, kita tidak dapat lepas 
dari Kebijakan Publik. Kebijakan – 
kebijakan tersebut dapat kita 
temukan dalam bidang lainnya yang 
menyangkut hajat hidup masyarakat. 
      Menurut Federick 
sebagaimana dikutip Agustino 
(2014:7) mendefinisikan kebijakan 
sebagai serangkaian tindakan/ 
kegiatan yang diusulkan seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu dimana 
terdapat hambatan-hambatan 
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan 
-kesempatan terhadap pelaksanaan 
diusulan agar berguna dalam 
mengatasinya untuk  mencapai 
tujuan.  
Menurut Siagian (2016:115), 
Pengawasan adalah Proses 
pengamatan dari pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar semua pekerjaan yang sedang di 
lakukan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah di tentukan. 
Teknik–Teknik Pengawasan Siagian 
(2016:115) yaitu Pengawasan 
Langsung melalui Inspeksi 
Langsung, on the spot observation 
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(pengamatan di tempat),  on the spot 
report (laporan langsung) dan 
Pengawasan Tidak Langsung melalui 
Tertulis dan Lisan.Dalam penelitian 
ini penulis bermaksud untuk 
mendeskripsikan Pengawasan 
Bangunan Liar Sepanjang Garis 
Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Di Kota Surabaya 
(Studi Kasus Jalan Pandegiling), 
dengan menggunakan teori teknik-
teknik pengawasan Siagian yang 
dikombinasikan dengan Peraturan 
Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang 
Bangunan. Serta Keputusan Perwali 
Kota Surabaya No 4 Tahun 2009 
Tebtang Tugas dan Fungsi Satpol PP. 
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif kualitatif. Fokus penelitian 
berpedoman pada Teori Teknik - 
Teknik Pengawasan yaitu 
Pengawasan Langsung dan 
Pengawasan Tidak Langsung. 
Berdasarkan Keputusan Walikota 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 
serta Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 
Tentang Bangunan. 
Peneliti memilih lokasi penelitian 
di Jalan Pandegiling Kota Surabaya 
(Sisi Barat), karenaletaknya yang 
strategis di tengah-tengah kota 
Surabaya. Kebanyakan masyarakat 
yang mendirikan bangunan liar 
tersebut karna kehabisan lahan untuk 
di jadikan tempat tinggal maupun 
usaha, sehingga mereka sampai 
mendirikan bangunan liar untuk 
tempat tinggal mereka. Bangunan 
liar yang di miliki masyarakat ini 
tidak mempunyai bukti kepemilikan 
atas lahan yang di tempati. 
D. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Fokus peneliti yaitu menggunakan 
teori Siagian dan Keputusan Perwali 
Kota Surabaya No 4 Tahun 2009 
Tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP 
sebagai berikut : 
1. Pengawasan Langsung 
a. Inspeksi Langsung 
Inspeksi langsung yang di lakukan 
oleh satuan polisi pamong praja kota 
Surabaya sudah melaksanakan 
pengawasan terhadap bangunan liar 
yang mendirikan bangunan di jalan 
Pandegiling ini dengan melakukan 
pemeriksaan secara langsung di jalan 
Pandegiling diantaranya melakukan 
pengukuran area yang di tertibkan 
oleh Satpol PP yang terbukti 
melanggar Peraturan Daerah Kota 
Surabaya tentang Bangunan. 
Berdasarkan hasil pengawasan 
langsung melalui inspeksi langsung 
di jalan Pandegiling Kota Surabaya 
terdapat bangunan liar yang 
menimbulkan berbagai masalah 
maka dalam hal ini satuan polisi 
pamong praja melakukan penertiban, 
hal pertama yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Surabaya yaitu melakukan 
pengukuran terhadap area jalan 
Pandegiling. Pengukuran tersebut 
dilakukan sesuai dengan prosedur 
penertiban Satpol PP serta untuk 
mengetahui secara jelas area yang di 
tertibkan sejauh 7 meter. 
   Dalam penerapan peraturan daerah 
no 7 tahun 2009 tentang bangunan  
tidak terlepas dari penolakan yang di 
lakukan oleh masyarakat, mereka 
merasakan jika kebijakan tersebut 
kurang tepat dan cenderung 
merugikan mereka sebab dengan di 
alihkannya area yang tidak di 
perbolehkan untuk membangun 
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tempat tinggal serta berjualan di 
jalan Pandegiling Surabaya 
berdampak pada pendapatan mereka 
yang menurun karena adanya 
penertiban yang di lakukan oleh 
satpol PP.  
       Maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa pengawasan 
terhadap masyarakat yang 
membangun bangunan liar sudah di 
laksanakan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Surabaya tetapi 
belum maksimal, dimana masih tetap 
ada saja masyarakat yang mendirikan 
bangunan untuk tempat tinggal 
maupun usaha. Di dalam peraturan 
daerah no 7 tahun 2009 tentang 
penyelenggaraan bangunan pasal 3 
ayat 2 persyaratan bangunan meliputi 
: status hak atas tanah dan/atau izin 
pemanfaatan dari pemegang hak atas 
tanah, izin mendirikan bangunan, 
surat bukti kepemilikan bangunan 
khusus untuk bangunan gedung, dan 
sertifikat lain fungsi khusus 
bangunan. Apabila masyarakat 
melanggar peraturan tersebut makan 
pada peraturan daerah no 7 tahun 
2009 pasal 56 ayat C  disebutkan 
bahwa Kepala daerah yang 
berwenang memerintahkan kepada 
pemilik bangunan untuk 
membongkar bangunan yang di 
nyatakan rapuh, membahayakan 
keselamatan umum, tidak sesuai 
dengan ketentuan perizinan yang 
berlaku.  
b. On The Spot Observation 
pengawasan langsung dengan On 
The Spot Observation yang di 
lakukan oleh satpol PP,  maka dari 
pengamatan langsung bahwa adanya 
bangunan liar yang ada di jalan 
Pandegiling menimbulkan kemacetan 
di sepanjang jalan serta lingkungan 
jalan tersebut terlihat kumuh dan 
kotor hal ini tentunya menjadi salah 
satu perhatian yang harus di tertibkan 
oleh satpol PP  khusunya di jalan 
Pandegiling kota Surabaya.  
Di dalam bangunan liar di Jalan 
Pandegiling, ternyata tidak semua 
masyarakat yang benar-benar 
memelihara tempat tinggal dan 
berjualan, bahwa masyarakat yang 
mendirikan bangunan di jalan 
Pandegiling tersebut dapat 
menimbulkan kemacetan karena 
lahan yang semakin sempit untuk di 
jadikan tempat tinggal maupun 
usaha. Kemudian dari banyaknya 
kepadatan penduduk yang ada di 
jalan Pandegiling tersebut timbul 
tumpukan sampah dan secara 
otomatis lingkungan tersebut 
menjadi kumuh dan kotor.  
Pemandangan seperti ini 
seharusnya tidak terjadi di daerah 
tengah-tengah kota Surabaya. 
Bangunan seperti warung kopi, toko, 
rumah makan, salon, serta PKL alat 
bangunan memadati area jalan 
Pandegiling, maka dengan adanya 
bangunan liar ini timbul berbagai 
masalah yang membuat jalan 
menjadi sangat tidak nyaman. Maka 
dari itu lah Pemerintah Surabaya 
melalu Satuan Polisi Pamong Praja 
Surabaya benar-benar melarang 
kehadiran bangunan liar di jalan 
Pandegiling. 
       Upaya pengawasan dan 
penertiban bangunan liar sudah di 
lakukan Satuan Polisi Pamong Praja 
Surabaya dalam pengawasan 
langsung dengan On The Spot 
Observation  Di Jalan Pandegiling 
Surabaya tetapi pelaksaan 
pengawasan tersebut belum 
maksimal karena masih terdapat 
bangunan liar yang menimbulkan 
berbagai masalah diantaranya 
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menimbulkan kemacetan yang cukup 
padat mengingat sempitnya area 
jalan yang di penuhi bangunan 
tempat tinggal warga maupun usaha 
para warga sekitar yang 
memanfaatkan keramaian jalan 
Pandegiling untuk mencari 
penghasilan.  
c. On The Spot Report 
pengawasan melalui On The Spot 
Report  sudah di laksanakan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Surabaya yang menimbulkan 
berbagai masalah maka satpol PP 
menyampaikan pesan (laporan) 
kepada masyarakat dalam bentuk 
sosialisasi bahwa akan di lakukan 
penertibkan bangunan liar yang 
berada di jalan Pandegiling yang 
melanggar Peraturan Daerah No 7 
Tahun 2009 Tentang Bangunan. Di 
dalam pelaksanaan penegakan perda 
no 7 tahun 2009 di jalan Pandegiling, 
satuan polisi pamong praja 
melakukan sosialisasi sebanyak 3 
kali kepada masyarakat. Sosisalisasi 
ini dilakukan oleh satpol PP, 
pemerintah kota, dan di bantu oleh 
pihak dari Kecamatan serta 
Kelurahan Tegalsari.  
       Tempat sosialisasi ini di 
tempatkan kecamatan Tegalsari dan 
juga di lakukan sosialisasi dengan 
mendatangi langsung setiap 
bangunan-bangunan yang ada di 
jalan pandegiling untuk memastikan 
bahwa setiap warga mendapatkan 
informasi yang jelas terkait dengan 
penertiban yang akan di lakukan oleh 
satpol PP. Sosialisasi ini berlangsung 
3 sampai 4 kali sudah  lakukan oleh 
satpol PP maupun Pemerintah kota 
Surabaya, tetapi belum maksimal 
karena masih ada beberapa 
masyarakat yang tidak mengetahui 
bahwa ada sosialisasi oleh Satpol PP 
kepada warga, hal ini menjadi 
masalah kurang meratanya informasi 
yang di berikan oleh Satpol PP. 
2. Pengawasan Tidak Langsung  
a. Tertulis 
Dalam kasus bangunan liar yang ada 
di jalan Pandegiling, satuan polisi 
pamong praja sudah memberikan 
informasi langsung kepada 
masyarakat mengenai penertiban 
yang di lakukan oleh satpol PP. 
Melalui proses dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis dalam bentuk 
surat yaitu surat Panggilan, 
Peringatan, dan Permohonan 
Bantuan Tertib (Bantib) yang akan di 
berikan kepada masyarakat 
Pandegiling. Surat tersebut yang di 
buat secara tertulis sesuai dengan 
prosedur penertiban yang di lakukan 
oleh satpol PP berkoordinasi dengan 
pihak kecamatan, kelurahan serta RT 
setempat. 
     Satuan polisi pamong praja kota 
Surabaya memberikan surat 
pemberitahuan kepada masyarakat di 
jalan pandegiling berupa surat Bantib 
(Bantuan Penertiban) sebagai alat 
bukti resmi secara tertulis di lakukan 
penertiban bangunan. Surat yang di 
berikan oleh satpol PP ini di berikan 
secara langsung , mendatangi satu 
persatu warga sekaligus menjelaskan 
kembali maksud dan tujuan dari 
satpol PP menertibkan bangunan liar 
tersebut. Surat pemberitahuan di 
berikan jauh sebelum penertiban di 
lakukan 1 bulan sebelumnya. Hal ini 
di lakukan agar masyarakat tidak 
terkejut mendengar pemerintah kota 
yang berkoordinasi dengan Dinas 
yang terkait serta meminta bantuan 
penertiban kepada satpol PP 
melakukan penertiban bangunan liar. 
Surat pemberitahuan ini terdiri dari 
satu kali surat panggilan, satu kali 
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surat peringatan, dan terakhir satu 
kali surat permohonan Bantib ( 
Bantuan Tertib). 
Maka peneliti dalam hal ini 
menyimpulkan bahwa Satuan Polisi 
Pamong Praja sudah memberikan 
surat pemberitahuan kepada 
masyarakat yaitu surat bantib secara 
resmi dan jelas di miliki oleh satpol 
PP untuk melakukan penertiban 
bangunan liar. Sementara masyarakat 
mencoba menerima penjelasan yang 
di sampaikan oleh satpol PP karena 
masyarakat sendiri tidak mempunyai 
bukti yang jelas atas kepemilikan 
lahan yang di huni karena lahan 
tersebut merupakan aset pemerintah 
kota Surabaya.  
b. Lisan  
Pihak Satuan Polisi Pamong Praja 
Surabaya pun belum bisa 
memberikan sanksi yang tegas 
kepada masyarakat yang tetap 
mendirikan bangunan dan lahan 
usaha di sepanjang jalan. Hanya 
untuk saat ini pihak Satuan Polisi 
Pamong Praja Surabaya hanya 
memberikan sanksi pada masyarakat 
yang mendirikan bangunandan 
terbukti melanggar aturan serta tidak 
mengindahkan beberapa kali teguran 
petugas Satuan Polisi Pamong Praja 
Surabaya. 
Dalam kasus bangunan liar yang 
berada di jalan Pandegiling, satuan 
polisi pamong praja sudah 
melakukan pengawasan dengan cara 
patroli keliling untuk mengawasi 
bangunan tersebut. Patroli keliling 
ini di lakukan secara rutin 2 kali 
dalam sehari oleh satpol PP, Pada 
saat pagi dan malam hari. Petugas 
yang melakukan patroli dengan 
menggunakan mobil patroli terdiri 
dari 5 orang.  
      Pengawasan sudah dilakukan 
oleh Satuan Polisi Pamong praja 
Surabaya terhadap masyarakat agar 
mematuhi perda tersebut masih 
belum terlaksana dengan baik, di 
karenakan masih fokusnya petugas 
Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya 
dalam pengawasan terhadap 
bangunan liar yang masih nekad 
mendirikan bangunan di jalan 
Pandegiling. Dan juga masih belum 
adanya aturan yang mengatur tentang 
sanksi bagi masyarakat.  
Pengawasan secara langsung oleh 
Komandan Pleton kepada para 
petugas patroli di jalan Pandegiling 
belum di laksanakan, karena terlihat 
pada saat jam patroli beberapa 
petugas satpol PP tidak melakukan 
patroli tetapi hanya duduk di pinggir 
jalan serta bermain handphone, hal 
ini membuktikan kurang seriusnya 
patroli yang di lakukan oleh satpol 
PP sehingga masih ada bangunan liar 
di jalan Pandegiling. Maka perlu 
adanya sidak dari Komandan Pleton 
melakukan pengawasan langsung 
terhadap petugas satpol PP yang 
sedang patroli untuk meningkatkan 
kepatuhan dan tanggungjawab bagi 
petugas. 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Pengawasan Langsung 
a) Inspeksi Langsung 
Dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap masyarakat yang 
membangun bangunan liar sudah di 
laksanakan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Surabaya tetapi 
belum maksimal, dimana masih tetap 
ada saja masyarakat yang mendirikan 
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bangunan untuk tempat tinggal 
maupun usaha.  
b) On The Spot Observation 
Dalam upaya pengawasan dan 
penertiban bangunan liar sudah di 
lakukan Satuan Polisi Pamong Praja 
Surabaya tetapi pelaksaan 
pengawasan tersebut belum 
maksimal karena masih terdapat 
bangunan liar yang menimbulkan 
masalah diantaranya menimbulkan 
kemacetan yang cukup padat 
mengingat sempitnya area jalan yang 
di penuhi bangunan tempat tinggal 
warga maupun usaha para warga 
sekitar yang memanfaatkan 
keramaian jalan Pandegiling untuk 
mencari penghasilan.  
c) On The Spot Report 
      Satpol PP menyampaikan pesan 
(laporan) kepada masyarakat dalam 
bentuk sosialisasi bahwa di lakukan 
pengawasan agar tidak bertambah 
lagi. Sosialisasi ini berlangsung 3 
sampai 4 kali sudah  lakukan oleh 
satpol PP maupun Pemerintah kota 
Surabaya, tetapi belum maksimal 
karena masih ada beberapa 
masyarakat yang tidak mengetahui 
bahwa ada sosialisasi oleh Satpol PP 
kepada warga, hal ini menjadi 
masalah kurang meratanya informasi 
yang di berikan oleh Satpol PP.  
2. Pengawasan Tidak Langsung 
a) Tertulis  
Dalam hal ini satpol PP sudah 
melaksanakan pengawasan tidak 
langsung, di tuangkan dalam bentuk 
penyampaian pemberitahuan dalam 
bentuk surat oleh satpol PP. Proses 
selanjutnya yaitu dengan 
memberikan surat berupa Panggilan, 
Peringatan dan Permohonan Bantuan 
Tertib (Bantib) yang akan di berikan 
kepada masyarakat pandegiling. 
Pemberitahuan tersebut tidak di 
imbangi oleh pengumuman untuk 
masyarakat misalnya berupa banner, 
maka dari itu kebanyak dari 
masyarakat tidak mengetahui bahwa 
kawasan tersebut merupakan 
bangunan liar dan terkejut 
mendengar ada pengawasan dan 
penertiban bangunan liar.  
b) Lisan  
Dalam hal ini satuan polisi pamong 
praja sudah melakukan patroli 
keliling dan mengingatkan kepada 
masyarakat agar tidak lagi 
menempati bangunan dan berjualan 
di jalan Pandegiling. Tetapi pada 
kenyataannya pada saat jam patroli 
beberapa petugas satpol PP terlihat 
asik bermain handphone dan duduk-
duduk yang seharusnya melakukan 
patroli di jalan Pandegiling. Hal ini 
terjadi karna tidak ada pengawasan 
langsung yang di lakukan oleh 
Komandan Pleton kepada para 
petugas patroli.  
2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah 
disimpulkan diatas penulis 
menyampaikan saran yang 
berhubungan dengan Pengawasan 
Bangunan Liar Sepanjang Garis 
Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Di Kota Surabaya 
(Studi Kasus Jalan Pandegiling), 
yaitu : 
1. Yang sudah di laksanakan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota 
Surabaya  harap di pertahankan, 
kemudian yang belum terlaksana 
dengan baik bisa di perbaiki. 
Sebaiknya di kawasan jalan 
Pandegiling di pasang banner 
yang besar dengan tulisan 
“Kawasan Ini Merupakan 
Bangunan Liar Dan Merupakan 
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Aset Pemerintah Kota Surabaya” 
sehingga di harapkan masyarakat 
mengetahui kondisi sebenarnya 
kawasan tersebut. Agar nantinya 
tidak di tempati lagi, dalam hal ini 
perlu pengawasan dari Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota 
Surabaya. 
2. Perlu adanya sidak oleh 
Komandan Pleton yang 
melakukan pengawasan langsung 
terhadap petugas Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Surabaya 
yang melakukan patroli, agar 
melakukan patroli di kawasan 
Pandegiling dengan baik dan 
benar. Pemasangan Plang 
bertanda “X” yang menunjukkan 
pelangggaran, agar masyarakat 
mengetahui secara jelas bahwa 
bangunan yang selama ini di 
tempati merupakan bangunan liar. 
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